
ABSTRAK 

 

Perkembangan globalisasi membawa dampak terhadap kemajuan dibidang 

teknologi dan informasi yang begitu cepat dan luas. Kemajuan yang begitu pesat dalam 

bidang teknologi dan informasi memiliki pengaruh dan peranan yang besar terhadap 

kehidupan masyarakat. Pengaruh ini dapat berupa positif maupun negatif. Salah-satu 

dampak negatif adalah memudahkan orang untuk dapat mengakses video porno. Salah-satu 

kasus video porno yang terkenal di Indonesia adalah video porno Ariel Peterpan dan Luna 

Maya dan Cut Tari pada Tahun 2010. Ariel Peterpan dinyatakan oleh Hakim PN, PT 

maupun MA melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi jo Pasal 56 ke-2 KUHP 

yaitu membantu menyiarkan dan menyebarkan video porno. Namun kejanggalan dalam 

kasus ini yakni tidak ditemukan dan dijatuhi pidana pelaku utama (dader) serta 

diberlakukan surutnya UU pornografi.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Judex Facti Pengadilan 

Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Mahkamah Agung dengan yang menerapkan pasal 29 jo. 

Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP adalah tepat dan benar?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan meliputi 

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dengan 

menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan 

bahwa UU pornografi tidak dapat diterapkan terhadap kasus Ariel karena 

bertentangandengan asas legalitas (non-retroaktif).   Berdasarkan kesimpulan, maka 

disarankan seharusnya dalam kasus video porno Ariel, judex facti harus menemukan dan 

memutus secara inkracht terhadap pelaku utama terlebih dahulu dan barulah dilanjutkan 

dengan pelaku pembantu. 
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